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ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN SEWA

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
D1 YPBPI TAHUN 2017

Oleh : Toto Suwarsa, SE., Ak., MM.

ABSTRAK

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan
diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut Ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa
tanah/dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong
adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang
pribadi dari jumlah bruto persewaan tanah/atau bangunan. Penelitian ini dilakukan pada YPBPI
periode 2017. Ada beberapa data yang digunakan, diantaranya bukti pemotongan PPh pasal 4
ayat 2, bukti penerimaan surat, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dan bukti setor. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang pengenaan pajak atas penghasilan berupa sewa
tanah dan/atau bangunan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Undang-Undang

PENDAHULUAN dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau

Salah satu kewajiban bagi wajib bangunan serta penghasilan tertentu
pajak badan adalah untuk memotong, lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan
menyetor dan melaporkan setiap pajak peraturan pemerintah.

terutang termasuk PPh Final Pasal 4 ayat . i
Pengenaan pajak penghasilan atas

2). M Pasal 4 2 - -
(2). Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang penghasilan berupa sewa tanah dan/atau

ndang Pajak Penghasilan men kan .
Undang Pajak Penghasilan menyebutka bangunan  diatur dengan  Peraturan

bahwa atas penghasilan berupa bunga pemerintah  No. 29  Tahun 1996

deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, . .
pos! ung ung nny sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

penghasilan dari transaksi - saham - dan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut

sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan
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Ketentuan tersebut penghasilan berupa
sewa tanah/dan atau bangunan dikenakan
PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang
dipotong adalah sebesar 10% baik atas
penghasilan yang diterima oleh wajib pajak
badan maupun orang pribadi dari jumlah

bruto persewaan tanah/atau bangunan,

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos
Indonesia (YPBPI) adalah suatu lembaga
yang dalam kegiatan usahanya melakukan
sewa bangunan kepada PT. Pos Indonesia,
karena aktivitas sewa tersebut, maka
YPBPI harus memotong, menyetor dan
melaporkan setiap pajak terutang termasuk
PPh Final Pasal 4 Atas Sewa Tanah

dan/atau Bangunan.

Berdasasarkan  latar  belakang
diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ANALISIS
PENERAPAN PERHITUNGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN
PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI

POS INDONESIA (YPBPI) TAHUN

2017”.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar YPBPI, aktivitas yang
dilakukan mencakup penyelenggaraan jasa
pendidikan, pelatihan, dan optimalisasi aset
untuk mendukung kegiatan pendidikan dan

pelatihan.

1. Dalam penyelenggaraan jasa
pendidikan saat ini dikelola oleh unit
Poltekpos dan STIMLOG, dimana
Poltekpos menyediakan program studi
pendidikan untuk jenjang Diploma Il
dan 1V, sedangkan Sekolah Tinggi
Manajemen  Logistik  (STIMLOG)

Indonesia menyediakan program studi
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khusus di bidang ilmu logistik untuk Berikut ini adalah data pembayaran
jenjang Strata-1/Sarjana. sewa bangunan yang dilakukan oleh

2. Untuk  penyelenggaraan  kegiatan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
pelatihan menggunakan pola kerja sama (YPBPI) pada tahun 2017

dengan berbagai pihak terkait dengan Tabel 4.1

mengoptimalkan ~ peran  bidang Data Sewa Bangunan

dukungan pendidikan bidang jasa

No Bulan Nilai Sewa
akomodasi di head office/Yayasan dan

1 Maret 1.254.000.000
PT Prima Yasa Eduka sebagai unit _

2 Mei 1.254.000.000

usaha YPBPI.

3 September 1.821.000.000
3. Dalam aktivitas dukungan pendidikan

4 November 15.357.000

bidang jasa akomodasi dimaksudkan

untuk memaksimalkan utilitas dari aset
2. Bulan Maret

gedung dan sarana yang dikelola
Yayasan Pendidikan Bhakti  Pos

YPBPI untuk mendukung kegiatan )
Indonenesia (YPBPI) membayar sewa

pendidikan, sehingga total productivity
gedung sebesar Rp. 1.254.000.000,

YPBPI meningkat karena tidak semua ) _
maka jumlah bruto sebagai dasar

aset yang ada saat ini dapat digunakan _ _
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)

dan cocok untuk kegiatan pendidikan.
Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau
bangunan  adalah  sebesar  Rp.
Analisis Data dan Pembahasan 1.254.000.000 sehingga Pajak
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang

harus  dipotong oleh  Yayasan
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Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

(YPBPI) atas pembayaran sewa kepada

pihak penyewa adalah sebesar:

a. Menghitung Dasar Pengenaan
Pajak
Dasar Pengenaan Pajak ( Jumlah
bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan)

b. Menghitung PPh (Pajak

Penghasilan) Pasal 4 Ayat

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak Mei

: Tarif 10% x DPP

: 10% x Rp.

PPh Final 1.254.000.000

" Rp. 125.400.000

Berdasarkan SPT
Masa u/ Masa
Pajak Mei

: Rp. 125.400.000

Selisih :Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa
PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Mei, telah
dipungut pajak penghasilan atas sewa
bangunan sebesar Rp. 125.400.000,
sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.3
yakni sebesar Rp. 125.400.000, sehingga

tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

3. Bulan Mei
Yayasan Pendidikan Bhakti  Pos
Indonenesia (YPBPI) membayar sewa
gedung sebesar Rp. 1.254.000.000,
maka jumlah bruto sebagai dasar
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau
bangunan  adalah  sebesar  Rp.
1.254.000.000 sehingga Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang
harus  dipotong oleh  Yayasan
Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
(YPBPI) atas pembayaran sewa kepada
pihak penyewa adalah sebesar:
a. Menghitung Dasar Pengenaan
Pajak
Dasar Pengenaan Pajak ( Jumlah
bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan)

b. Menghitung PPh (Pajak

Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2
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Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak Mei

: Tarif 10% x DPP

: 10% x Rp.

PPh Final 1.254.000.000

: Rp. 125.400.000

Berdasarkan SPT
Masa u/ Masa
Pajak Mei

: Rp. 125.400.000

Selisih :Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa
PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Mei, telah
dipungut pajak penghasilan atas sewa
bangunan sebesar Rp. 125.400.000,
sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.3
yakni sebesar Rp. 125.400.000, sehingga

tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

4. Bulan September
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos
Indonenesia (YPBPI) membayar sewa
gedung sebesar Rp. 1.821.000.000,
maka jumlah bruto sebagai dasar
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau
bangunan  adalah  sebesar  Rp.

1.821.000.000 sehingga Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang
harus  dipotong oleh  Yayasan
Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
(YPBPI) atas pembayaran sewa kepada
pihak penyewa adalah sebesar:
a. Menghitung Dasar Pengenaan
Pajak
Dasar Pengenaan Pajak ( Jumlah
bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan)
b. Menghitung PPh (Pajak

Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2

Tabel 4.4
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak September

: Tarif 10% x DPP
; : 10% x Rp.
PPhFinal | 4691 000.000
: Rp. 182.100.000
Berdasarkan
SPT Masau/ | .
Masa Pajak : Rp. 182.100.000
September
Selisih ‘Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa

PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Maret, telah

Prodi D3 dan D4 Akuntansi Poltekpos Bandung / 94



Vol 10 No. 1

dipungut pajak penghasilan atas sewa
bangunan sebesar Rp. 182.100.000,
sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.4
yakni sebesar Rp. 182.100.000, sehingga

tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

5. Bulan November
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos
Indonenesia (YPBPI) membayar sewa
gedung sebesar Rp. 15.375.000, maka
jumlah bruto sebagai dasar pemotongan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2
atas sewa tanah dan/atau bangunan
adalah sebesar Rp. 15.375.000 sehingga
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2
yang harus dipotong oleh Yayasan
Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
(YPBPI) atas pembayaran sewa kepada
pihak penyewa adalah sebesar:

a. Menghitung Dasar Pengenaan
Pajak
Dasar Pengenaan Pajak ( Jumlah
bruto nilai

persewaan tanah

dan/atau bangunan)

b. Menghitung PPh (Pajak

Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2

Tabel 4.5
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak Maret

: Tarif 10% x DPP
. :10% x Rp.
PPh Final 15%75008
: Rp. 1.537.500
Berdasarkan SPT
Masa u/ Masa : Rp. 1.537.500
Pajak November
Selisih :Rp.0

Berdasarkan Formulir SPT Masa
PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Maret, telah
dipungut pajak penghasilan atas sewa
bangunan  sebesar Rp.  1.537.500,
sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.5
yakni sebesar Rp. 1.537.500, sehingga tidak
terdapat selisih kurang/lebih bayar.
Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh
Pasal 4 Ayat 2

Setelah dilakukan
perhitungan/pemotongan, maka tahap
selanjutnya yaitu melakukan penyetoran

dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas

Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Adapun
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batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10
bulan berikutnya, dan untuk batas lapor
untuk SPT Masa yaitu 20 hari setelah akhir
masa pajak. Berikut data yang didapat oleh
peneliti dari bukti setor PPh Pasal 4 Ayat 2
yang dilakukan oleh YPBPI:
Tabel 4.6
Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh

Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah
dan/atau Bangunan YPBPI

No | Periode Tanggal Tanggal
Setor Lapor
1 | Maret 10-Apr-17 17-Apr-17
2 | Mei 08-Juni-17 9-Jun-17
3 | September | 09-Okt-17 12-Okt-17
4 | November - -

Dari tabel diatas dapat dijelaskan
bahwa proses penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan di
YPBPI telah dilakukan setiap masa pajak

yang telah ditentukan.

Dari hasil analisis yang telah
dilakukan atas perhitungan PPh Pasal 4
Avyat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
di YPBPI, untuk perhitungan PPh Pasal 4
Ayat 2 pada masa pajak Maret terdapat

kesalahan perhitungan/pemotongan pajak

yang seharusnya sebesar Rp. 126.550.000
dan dipotong sebesar Rp. 125.400.00,
sehingga terjadi selisih kurang bayar
sebesar Rp. 1.150.000 dan diharuskan
untuk membayar kekurangan tersebut dan
akan diketahui pada saat pelaporan SPT

Tahunan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4
Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
pada masa pajak Mei telah dipungut pajak
penghasilan atas sewa bangunan sebesar
Rp. 125.400.000 dan tidak terdapat selisih

kurang/lebih bayar.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4
Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
pada masa pajak September telah dipungut
pajak penghasilan atas sewa bangunan
sebesar Rp. 182.100.000 dan tidak terdapat

selisih kurang/lebih bayar.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4
Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
pada masa pajak Mei telah dipungut pajak

penghasilan atas sewa bangunan sebesar
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Rp. 1.537.500 dan tidak terdapat selisih

kurang/lebih bayar.

Untuk proses penyetoran dan
pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa
Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI, telah

dilakukan setiap masa pajak yang telah

ditentukan.
Kesimpulan

Berdasarkan ~ hasil  penelitian
mengenai “Analisis Penerapan

Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2
Atas Sewa Tanah dan/atau bangunan di
Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia
(YPBPI)”.  Maka

peneliti dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2
sudah benar dan sesuai dengan peraturan

perpajakan

2. Untuk proses penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah

dan/atau Bangunan di YPBPI, telah

dilakukan setiap masa pajak yang telah

ditentukan

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, maka saran atau rekomendasi
yang dapat peneliti berikan bagi pihak-
pihak yang Dberkepentingan sebagau

berikut:

1. Diharapkan agar Yayasan Pendidikan
Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) selalu
berperan aktif untuk mengetahui
kebijakan-kebijakan perpajakan yang
baru dibuat sehingga dapat diterapkan
oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2. Diharapkan agar Yayasan Pendidikan
Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dapat
terus mempertahankan dan

meningkatkan kepatuhan pajak.
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